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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban mengenal kemandirian konsumen sebagai salah satu ukuran

kinerja pelaksanaan kebijakan Pemerintah, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Kemandirian konsumen tersebut, dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pertama, faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kemandiran konsumen; kedua, kondisi kemandirian yang dilihat dari rata-rata tingkat

kemandirian (%) dan klasiflkasi kemandirian. Kondisi tersebut, membawa implikasi kepada analisis lebih

lanjut, yaitu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kemandirian konsumen sesuai

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

 

Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Undang-

Undang ini antara lain adalah untuk: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

ekses negatif pemakaian barang dan jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Tujuan ini terkait erat dengan upaya membentuk

konsumen yang mandiri. Konsumen mandiri tersirat dalam Undang-Undang dimaksud yaitu konsumen yang

mengerti hak dan kewajibannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari selaku konsumen.

Dalam Undang-Undang ini terdapat 9 hak dan 4 kewajiban	konsumen, yang bila diterapkan dapat

diindikasikan sebagai bentuk kemandirian seorang konsumen .

 

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah berjalan kurang lebih 5 tahun, selama ini

berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah terutama oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan

untuk mengimplementasikannya. Secara umum langkah tersebut dapat dikelompokkan: penyiapan dan

penerbitan berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut; peningkatan pengetahuan dan pendidikan

kepada konsumen, pemasyarakatan kebijakan dan informasi perlindungan konsumen; peningkatan peran dan

kualitas kelembagaan perlindungan konsumen dalam memberikan pelayanan kepada konsumen; upaya

pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Namun sampai saat ini

belum ada yang mengevaluasi dan meneliti secara komprehensif sejauhmana dampaknya dapat membentuk

konsumen menjadi mandiri.

 

Untuk mengevaluasinya, faktor peran peningkatan pengetahuan konsumen melalui sosialisasi serta peran

kelembagaan konsumen, memegang peranan penting, karena merupakan bentuk kegiatan yang dapat

berinteraksi langsung dengan konsumen. Faktor-faktor tersebut tentu terkait juga dengan kondisi yang

secara inherent ada pada konsumen itu sendiri antara lain tingkat pendidikan konsumen, pekerjaan

konsumen serta tingkat pengeluaran konsumsi konsumen.
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Faktor-faktor inilah yang kemudian penulis jadikan variabel untuk menguji hubungannya dengan

kemandirian konsumen.

 

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kemandirian konsumen, kemudian dianalisis dengan

menggunakan teknik regresi logistik. Beberapa faktor berpengaruh secara signifikan yaitu pengeluaran

konsumsi, peran sosialisasi Pemerintah dan peran lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan pendidikan

dan jenis pekerjaan tidak.

 

Selanjutnya, didasari pemikiran bahwa ternyata variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap

kemandirian konsumen. Ditambah dengan argumentasi bahwa variabel ini telah terwakili dalarn variabel

pengeluaran konsumsi, maka model kemudian dimodifikasi tanpa variabel pendidikan.

 

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi, sosialisasi pemerintah dan peran

kelembagaan secara signifikan masih berpengaruh terhadap kemandirian konsumen.

 

Tingkat kemandirian konsumen relatif baik, yaitu rata-rata 60,4% diatas batas klasifikasi kemandirian yang

ditetapkan, dengan tingkat kemampuan prediksi sebesar 78,2 %.

 

Berdasarkan hasil analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, diketahui bahwa

pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen belum sepenuhnya optimal. Tingkat kemandirian sebesar

60,4% belum dapat mengindikasikan konsumen Indonesia mayoritas telah mandiri, mengingat penelitian ini

masih terbatas pada responders di wilayah DKI Jakarta. Responden di wilayah ini dianggap memiliki

pengetahuan dan akses informasi yang lebih memadai dibandingkan dengan konsumen di wilayah lainnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan, baik melalui

intensitas sosialisasi, penguatan peran kelembagaan konsumen, maupun upaya-upaya lainnya.


